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DPR Garap RUU Perjanjian Iinternasional
Aceh Dibolehkan
Teken Perjanjian
Dengan AsinNng

DOPR tengah menyiapkan Ran-
cangan Undang-undang (RUU)
wang memberikan kewvwenangan
kepada Pemerintah Prowinsi
(Pemprowv) Aaceh untulk mengi-
kat kerja sama dengan negara-
negara di duania.

“Jika RILILIJ ini disahkan.
maka kerja sarma menyanglkut
pendidikan, dan ekonomi bisa
langsung dilakulkan Pemerintah
Mvoceh dan tidak harus lagi ber-
tanya ke pusat,”’
Komisi I DPR Hayvono Ismman
di Banda Aceh, kemarin.

Dirinya yalkin, rencanas ini ti-
dak akan menimbulkan konflik
regulasi hingga proses peimm-—
buatan RULT tentang Perjanjian
Internasional dengan Undang

Undang Nomor 11 Tahun 2006

tentang Pemerintabhban Aceh
(UIOUEPA)) - : £
Mienurut
mokrat itu, penghormatan ke-
pada kekhususan Aceh sebagai
daerah berotonomi khusus ita
penting agar masalah kecembu-
ruan ekonomi tidak terulang lagi.
“Artinya UUUPA sebagal ke—
KkKhususan A ceh tidak diabailkan,
apalagi sampai didustakan. Kita
berharap tidak ada lagi dusta
antara Pemerimtah Pusat dan
Pemerintah A ceh,.”” tukasnya.
Dalam Pasal 9 TTJUPA dise-
butkan Pemerintah Acelh dapat
mengadakan kerja sama dengan
lembaga atau badan di luar ne-
geri. Hayvono yang juga Ketua
D»elegasi Komisi I IDPR dalam
kunjungan ke A ceh it rmenya-—

kata anggota’

politisi Partai IDe-— |

takan., cukuplah peritiswa tu-
runnya Socharto dan tsunaini di
Moceh sebagai perimgatan bagi
semua pihak. “Kalau kedua
peristivwa itu tidak dianggap
sebagai peringatan. maka- kha-
watir . peringatan lebih besar
akan datang untulk bangsa ini,””
Prapar bekas MMenpora itu.
Terpisah, Walkil dienteri Per—
tahanan Sjafrie Sjamsoeddin
mengatakan. pelaksanaan oto-
nomi daerah harus digunakan
sebaik-baiknya untulk . percepa-
tan pembangunan. Dia berharap .
dampalk negatif dari pelaksanaan
otonormi dasrah seperti tirmbulnya
konflik vang menggoanggil kesa-—
tuan bangsa tidak akan terjadi.
“Otonomi daerah itu bagus
kalau dikelola dengan benar dan

. jika ada niat baik serta idea-
- lisme. Jadi tidalk bagus karena

terjadi distorsi, ada distorsi ke-
rentingan.,” kata Sjafrie dalarn
IDiskusi Publik Nasiomal Dewan
Pimpinan Nasional Ikatan Adomnni
Resimen MMahasiswvwa Indonesia di
Gedung DPR., kemarin.
Bekas Pangdam Jayva ini me-—
minta agsar pelaksanaan otonoIni
itu dicermati. Ini bertujuan un-
tulk menjaga keutuhan MNERIT.
Karena itulah, jangan sudah 4di-
berikan status otonomi terus—-te—
rasan minta keistimmevwaan lain.
“Yang harus dicermati sudah
dikasih otonomi daerah minta
otonomi kKhusus, terus Iminta
siTmbol khusus . Otonomi khusus
it untulk menjaga kesatuan,””
tulkasnya. @ MRAC i
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